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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2015
TENTANG

PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH
ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan untuk lebih memberikan
kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau
hunian oleh orang asing yang berkedudukan di
Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di
Indonesia perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal
atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di

Indonesia;
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Mengingat

Menetapkan

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN:

PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH
ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang
selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang
bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya
memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau
berinvestasi di Indonesia.

Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling
sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun
tepat pada batas kaveling.

Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun
adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya
digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai
tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke

jalan umum.

Pasal 2
Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal
atau hunian dengan Hak Pakai.
Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal
atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat
tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diwariskan.

(4) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai
izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
(1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan
dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang
sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan
dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan

istri, yang dibuat dengan akta notaris.

Pasal 4
Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh
Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
merupakan:
a. Rumah Tunggal di atas tanah:
1. Hak Pakai; atau
2. Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai
berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas
Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b. Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.

Pasal 5
Orang Asing diberikan Hak Pakai untuk Rumah Tunggal
pembelian baru dan Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai

untuk Sarusun pembelian unit baru.

Pasal 6
(1) Rumah Tunggal yang diberikan di atas tanah Hak Pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1,

diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
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